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PEMERINTAH KABUPATEN WAJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO

NOMOR 06 TAHUN 2011
TENTANG
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI WAJO,

bahwa dengan ditetapkannya UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Wajo
Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian
Golongan C yang dianggap tidak sesuai dengan perkembangan perlu
dicabut dan disesuaikan;

. bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang

penting guna membiayai pemerintahan dan pembangunan;

bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf a
dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Mineral Bukan
Logam dan Batuan.

Undang - undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah — Daerah Tingkat Il di Sulawesi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);

Undang — undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata

Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983

Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3262); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun
2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);

Undang — undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian

Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997

Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3638);
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Undang — undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan
Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);

Undang — undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang — undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

Undang — undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang — undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4389);

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun
2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );

Undang — undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 Tentang Tata Cara
Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);

Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan
Bentuk Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur
Penyusunan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran
Daerah dan Berita Daerah;

Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang
Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata
Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-
pokok Pengelolaan Daerah Kabupaten Wajo;

Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Wajo.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO

Menetapkan

Dan
BUPATI WAJO
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK MINERAL
BUKAN LOGAM DAN BATUAN

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.
2.

o ks w

Daerah adalah Kabupaten Wajo;

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah;

Bupati adalah Bupati Wajo;

Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Wajo;

Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo.

Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan Pemerintah Daerah
Kabupaten Wajo;

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan Pengambilan Mineral
Bukan Logam dan Batuan baik dari sumber alam di dalam dan / atau permukaan bumi
untuk dimanfaatkan;
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Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Mineral bukan logam dan batuan sebagaimana
dimaksud di dalam Peraturan Perundang-undangan di bidang Mineral dan Batubara;

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang
digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang
terutang di Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati;

Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah surat yang digunakan
oleh Wajib Pajak yang terutang di Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh
Bupati;

. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah

surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit
pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan
jumlah yang harus dibayar;

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, selanjutnya disingkat SKPDKBT
adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah
ditetapkan;

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat
keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit
lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat
keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah
kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;

Surat tagihan Pajak Daerah yang kemudian disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan
tagihan pajak dan atau sanksi bunga dan atau denda.

BAB Il
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK
Pasal 2

Dengan nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dipungut pajak atas kegiatan
Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
Obyek pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan Pengambilan Mineral
Bukan Logam dan Batuan

Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :

Abses;

Batu Tulis;

Batu Setengah Permata;

Batu Kapur,;

Batu Apung;

Batu Permata,

Bentonit;

Dolomit;

Feldspar;

Garam Batu (Halite);

Grafit;

Granit/Andesit (Batu Gunung, Batu Sungai);
. Gips;

Kalsit;

Kaolin;
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Leusit;
Magnesit;
Mika;
Marmer;
Nitrat;
Opsidien;
Oker;

. Pasir dan Kerikil;
Pasir Kuarsa;
Perlit;

z. Phospat;

aa. Talk;

bb. Tanah Serap (fullers earth);

cc. Tanah Diatome;

dd. Tanah Liat (Tanah Urug);

ee. Tawas (alum);

ff. Tras

gg. Yarosif;

hh. Zeolit;

ii. Basal;

jj. Trakkit.

kk. Mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan

(4) Dikecualikan dari Obyek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) adalah :

a. Kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyata-nyata tidak
dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan
rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telpon, penanaman kabel listrik / telpon,
penanaman pipa air/gas;

b. Kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari
kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial; dan

c. Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya yang ditetapkan dengan

Peraturan Daerah
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Pasal 3

(1) Subyek pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau badan yang
yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.

(2) Wajib pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau badan yang
mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.
BAB 111
DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK
Pasal 4

(1) Dasar pengenaan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah nilai jual hasil
pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.



